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Keadilan Restq
Jadi Transaksi

booth tentang layanan perlindungan dan bantuan LPSK bagi
saksi dan korban pada acara Pameran Kampung Hukum 2017.
(Foto: LPSK)

ANTI-WANTI tentang penerap-

an keadilan restoratif muncul

dari berbagai pihak, salah satu-
nya dari pihak LPSK. Pada kesempatan ra-
pat kerja dengan Komisi Ill DPR Rl pada Ja-
nuari lalu, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo
mengingatkan agar keadilan restoratif tidak
menjadi transaksional. Menurutnya, apabi-
la keadilan restoratif bersifat transaksional,
maka pihak yang diuntungkan ialah pelaku
yang ekonominya kuat dan bisa ‘'membeli’
keadilan.
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Edwin berasumsi, kejadian transaksional
itu bisa saja terjadi pada tahap penyidikan,
penuntutan, atau pengadilan. “Bisa dilaku-
kan pada semua tahapan itu. Yang punya
pengaruh besar tentu di tahap penyidik-
an,” katanya.

Senada dengan Edwin, advokat Saor Sia-
gian berpendapat, kemungkinan RJ men-
jadi transaksional bisa saja di tahap penyi-
dikan, penuntutan, maupun pengadilan.
Yang paling riskan itu, menurut Saor, di
tahap penyidikan. “Maka kalau mau inte-
grated justice system, pembenahan harus
dimulai dari kepolisian,” katanya.

Di tahap pengadilan pun, kata Saor, RJ
itu potensial disalahgunakan di tangan
hakim. “Kalau hakimnya tidak mulia, in-
strumen hukum yang sudah ada saja bisa
dimanipulasi, apalagi RJ. Ini catatan yang
sangat serius,” kata Saor kepada Majalah
Mahkamah Agung.

la menegaskan, semangat bagus yang
dikembangkan lewat penerapan RJ harus
didukung dengan kesiapan hakim-hakim
kita yang berintegritas. “Tanpa itu, R] ber-
potensi disalahgunakan,” tegasnya.

Kepentingan Pelaku

Edwin Partogi membenarkan, keadilan
restoratif itu pada hakikatnya sama de-
ngan kearifan lokal yang hidup dalam ma-
syarakat Indonesia. “Kalau ada masalah di
masyarakat, upaya yang dilakukan adalah
perdamaian. Apapun yang terjadi, sebera-
pa besar pun tingkat kerusakannya, pasti
keluarga pelaku melakukan pendekatan
perdamaian. Diawali dengan permintaan
maaf kepada keluarga korban, kalau ada
kesediaan korban untuk memberi maaf,
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mungkin ada kompensasi di situ,” jelasnya.

Tapi Edwin menolak untuk mengamini
kalau dikatakan RJ itu untuk kepentingan
korban. “Bukan korban yang punya kepen-
tingan terbesar dengan RJ, tapi pelaku,”
tegasnya.

la juga meragukan pemulihan yang di-
berikan pada korban dalam penerapan ke-
adilan restoratif. “Pertanyaan yang harus
dijawab, di mana letak pemulihan pada
korban dalam RJ1?" tanya Edwin. “Yang ada

& Sialnya, ketika korban sudah setuju
menandatangani perdamaian, ok-
num penyidiknya malah melakukan

pemerasan kepada pelaku.”

cuma transaksional. Bahkan jadi alat pe-
merasan bagi oknum penegak hukum.”

Menurut Edwin, bukan korban yang
punya kepentingan terbesar dengan RJ,
tapi pelaku yang berpunya. Korban, kata
Edwin, biasanya tak mau repot. Apalagi ka-
lau kerugiannya, misalnya barang yang di-
curi, sudah kembali.

Sialnya, ketika korban sudah setuju me-
nandatangani perdamaian, oknum penyi-
diknya malah melakukan pemerasan ke-
pada pelaku. “Kalau mau R3J, bayar dulu
segini. Kalau tak mau segini, lanjut proses
hukum, P21” kata Edwin menirukan si ok-
num. “Jadi, maunya korban tak mau ribet
saja, tapi itu disalahgunakan.”

Rendahnya Kesadaran akan Hak
Edwin menilai, riskan kalau RJ dipaksa-
kan di masyarakat yang kesadaran akan
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“ Jangan-jangan suatu perkara
di-RJ-kan yang sesungguhnya
berat padahal tidak layak.?

Ridwan berpandangan, kalau kita me-
lihat keadilan restoratif secara objektif,
banyak sekali positifnya. Walaupun atur-
annya belum jelas, selama ini sudah ba-
nyak aparat hukum yang menerapkan
keadilan restoratif. Contohnya, dalam ka-
sus kecelakaan lalu-lintas, begitu banyak
yang dapat diselesaikan, bukan dengan
pidana penjara tapi cukup dengan den-
da. Begitu juga dengan kasus-kasus per-
selisihan dalam
rumah tangga
atau antar te-
tangga, banyak
sekali yang di-
selesaikan poli-
si tanpa praktik transaksional.

“Mau dibawa ke mana negeri kita kalau
tidak kita ikuti negeri yang sangat mo-
dern cara mengatasi konflik-konfliknya?
Belum ada bukti bahwa hukuman se-
berat-beratnya dapat mencegah orang
lain untuk melakukan kejahatan serupa.
Sementara perdamaian menyebabkan
orang untuk berhenti berbuat serupa,”
tegas Ridwan.

Kontrol Horizontal

Ketua PN Yogyakarta, Muh. Djauh-
ar Setyadi, S.H., M.H., tidak menafikan
kemungkinan transaksional yang di-
wanti-wanti pimpinan LPSK. Menurut-
nya, kekhawatiran LPSK itu beralasan ke-
tika tidak ada kontrol atas penerapan ke-
adilan restoratif. “Maka harus ada kontrol
horizontal, dalam konteks ICJS,” kata Dja-
uhar kepada Majalah Mahkamah Agung
di kantornya.

Lebih jauh Djauhar menjelaskan, trans-
aksional itu terjadi ketika perkara pidana
seolah-olah menjadi perdata. Transaksio-
nalnya melibatkan penegak hukum. Ar-
tinya, pihak korban dan pihak terdakwa
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dengan aparat penegak hukum, bila tan-
pa kontrol, memberi peluang kepada ok-
num-oknum menyelesaikan prosesnya
begitu saja tanpa diketahui oleh penga-
dilan.

Menurut Djauhar, kontrol terhadap pe-
nyidik maupun penuntut umum yang
selama ini sudah berjalan dalam pro-
ses pidana itu tercermin di dalam pe-
netapan-penetapan yang dikeluarkan
oleh pengadilan dalam konteks SPPA.
Sekalipun diversinya berhasil di tingkat
penyidikan, tetap harus ada penetapan
dari pengadilan. Diversi berhasil di ting-
kat penyidikan itu baru berupa kesepa-
katan. praktik transaksional. Hal itu harus
dimintakan persetujuan kepada ketua
pengadilan. Ketika penetapan dimin-
ta, pengadilan akan menguji apakah di-
versinya sudah memenuhi syarat secara
yuridis atau tidak.

“Perkara anak saja perlu kontrol, apala-
gi perkara dewasa,” tegas Djauhar. “Kalau
tidak diketahui pengadilan, siapa yang
akan mengontrolnya? Saya kira, itulah
dikuatirkan oleh LPSK," jelas Djauhar.

la menegaskan, proses keadilan res-
toratif tidak boleh terlepas dari sistem
peradilan pidana terpadu. Ketika penyi-
dik atau penuntut umum melakukan
RJ, tetap harus ada kontrol dari penga-
dilan. Selama ini pengadilan tidak tahu
mengenai penanganan perkara-perkara
yang diselesaikan sebagai RJ di tingkat
penyidikan dan penuntutan.

“Untuk itu, perlu aturan yang jelas. Per-
lu ada kesamaan parameter yang jelas
untuk penentuan kategori perkara RJ
itu. Kalau itu belum ada, RJ belum bisa
dijalankan. Jangan-jangan suatu perkara
di-RJ-kan yang sesungguhnya berat pa-
dahal tidak layak,” pungkasnya. (MMA/vP)
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66 Ada tindak pidana yang meninggalkan jejak traumatis yang
panjang. Misalnya, kekerasan seksual. Nah, yang begitu tidak
cocok pakai RJ. Jangankan RJ, bertemu dengan pelaku saja

korban tidak mau, trauma.n

Edwin mengingatkan, harus ada pe-
milahan yang jelas, mana yang bisa di-
tangani dengan mekanisme RJ, mana
yang tidak bisa. Menurutnya, ada per-
kara-perkara pidana yang tidak bisa
ditangani dengan mekanisme RJ. Con-
tohnya, perkara pemerkosaan, di mana
korban kehilangan sesuatu akibat per-
buatan pelaku, dan kehilangan itu tak
bisa dikembalikan walaupun pelaku di-
hukum mati. Tak bisa dipulinkan.

“Ada tindak pidana yang meninggal-
kan jejak traumatis yang panjang. Mi-
salnya, kekerasan seksual. Nah, yang
begitu tidak cocok pakai RJ]. Jangan-
kan R3J, bertemu dengan pelaku saja
korban tidak mau, trauma,” jelasnya.

Mana yang bisa ditangani dengan
mekanisme RJ dan mana yang tidak,
menurut Edwin, persoalannya bukan
soal angka ancaman pidana, bukan
juga soal angka ganti rugi, melainkan
soal apa yang dimaui korban terhadap
pelaku. “Kalau korban maunya pelaku
dihukum pidana, proses saja. Jangan
sampai pelaku maunya pidana, tapi
aparat maunya RJ,” kata Edwin.

Menyangkut pemaafan terhadap pe-
laku, Edwin menekankan pentingnya
korban diberi ruang suka rela dan kebe-
basan penuh. Bisa saja tadinya korban
maunya pidana, kemudian berubah
menjadi memaafkan.

“Bisa saja, tapi jangan dipaksakan.
Pemberian maaf itu harus murni dari
korban. Dan harus ada perlindungan
bahwa perubahan sikap korban itu ori-

sinal,” tegas Edwin.

@ Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK

Ditanya
LPSK berperan dalam perlindungan itu,

mengenai

kemungkinan

Edwin mengiyakan. “Mungkin saja. Se-
rahkan saja tanggung jawab pemulih-
an ke LPSK," katanya terus terang.

Perintah Perma

Jika tanggung jawab pemulihan kor-
ban mau diserahkan ke LPSK, Edwin
mengingatkan, hal itu perlu diatur da-
lam Perma. Menurutnya, LPSK, sesuai
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